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ABSTRAK

Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini masih berlaku
hukum adat hukum Islam dan hukum barat. Dan tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai
kedudukan tersendiri. Walaupun tidak seluruhnya hukum pertama Islam merupakan hukum positif di
Indonesia. Tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif antara lain
hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting,
bahkan menentukan hukum kewarisan itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena
terkait dengan harta kekayaan manusia yang satu dengan yang lainnya, seperti kematian atau meninggal
dunia adalah peristiwa yang pasti dijalani seseorang karena kematian itu merupakan perjalanan akhir dari
perjalanan hidup seorang manusia.

Jika orang meninggal dunia dikenal dengan pewaris meninggalkan harta kekayaan yang disebut
warisan. Hukum yang membahas peralihan tentang harta peninggalan pengurusan dan kelanjutan hak
kewajiban seseorang yang meninggal diatur dalam hukum kewarisan. Di dalam sistem hukum perdata yang
bersifat pluralisme belum ada unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia. Sehingga sampai sekarang
masih memakai 3(tiga) sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulu yaitu sistem hukum adat,
hukum Islam, dan hukum barat. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi permasalahan Bagaimana
sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata sehingga
dengan kajian itu kita akan mengetahui sejauh mana tempat ahli waris dalam kewarisan hukum Islam
dengan kewarisan KUH perdata.

Kata Kunci : Kajian Hukum, Ahli waris pengganti dalam hukum islam dan hukum perdata

ABSTRACT

In civil law in Indonesia is still pluralism because until now still applies the customary law of

Islamic law and western law. And the three legal systems, Islamic law has its own position. Although not
all of Islam's first laws are positive laws in Indonesia. But important areas of Islamic civil law have become
positive laws including marriage law, inheritance law andwakafan law.
The law of inheritance is part of the family law that plays an important role, even determining the law of
inheritance is very closely related to human life because it is related to human property with each other,
such as death or death is an event that must be lived by a person because death is the final journey of a
human life journey.

If a deceased person is known as an heir leaving a fortune called an inheritance. The law that
discusses the transfer of property and the continuation of the right of obligation of a deceased person is
stipulated in the law of inheritance. In the civil legal system of pluralism there is no unification in
inheritance law in Indonesia. Until now still use 3 (three) inheritance law system that has existed since long
ago, namely the system of customary law, Islamic law, and western law. Based on the above, which is the
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problem of How the system of successor heirs in Islamic inheritance law and KUH Perdata so that with
that study we will know the extent of the place of heirs in the inheritance of Islamic law with civil KUH
Perdata

Keywords : Legal Studies, Successor heirs in Islamic law and civil law

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil yang merata
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukurn
merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia
adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka
(machi slaal), untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi
hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat
demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralism karena sampai saat ini masih
berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dan tiga sistem hukum tersebut, hukum
Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan
hukum positif di Indonesia, tetapi bidang—bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi
hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan,
hokum kewarisan dan hukum perwakafan.

Hukum kewansan merupakan bagian dan hukum kekeluargaan yang memegang peranan
penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam
masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena
terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau
meninggal duma adalah peristiwa yang pasti akan dialahli oleh seseorang, karena kematian
merupakan akhir dan penjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang
dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan
cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta
hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas
tentang peralihan hanta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban
seseorang yang meninggal duma, diatur dalam hokum kewarisan.

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat pluralism (beraneka ragam), begitu juga
dengan belum adanya unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dafi
hokum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita rnasih memakai tiga sistem hukum
kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu:

1. Hukum Kewarisan Adat.

Sistem Hukum kewarisan adat yang beraneka ragam, hal ini dipengaruhi oleh bentuk

masyarakat di berbagi daerah lmgkungan hukum adat dan sifat kekerabatan berdasarkan

keturunan. Setiap sistem keturunan memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang sah
dengan yang lainnya saling berbeda. Dalam hukurn adat mengenal tiga sistem hukum
kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu:

a. Sistem Kewarisan Individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa para
ahli waris mewarisi secara perorangan, dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian
untuk dapat menguasai dan atau memiliki harm warisan menurut bagiannya masing-
masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dilingicungan masyarakat yang
memakai sistem kekerabatan parental.' seperti masyarakat bilateral di daerah Jawa, dan
juga sebagian masyarakat yang sistem kekerabatannya patrilineal, seperti di Tanah Batak.

b. Sistem Kewarisan Kolektif, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa kahli
waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) karena harta

! Hilman Hadikusuma, Hukum waris Adat ( Bandung : Citra Adytia Bakti, 2003), hal 24



Jurnal JURISTIC p-ISSN:XXXXXXXX
Vol. 1, No. 1, April 2021 e-ISSN:YYYYYYYY

peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli

waris.? Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil

dan hanta peninggalan itu. Sistem kewarisan. kolektif ini terdapat pada masyarakat yang
memakai system kekerabatan matrilineal, seperti di daerah Minangkabau.

c. Sistem Kewarisan Mayorat, sistem kewarisan ini menentukan bahwa harta peninggalan
pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan mayorat di daerah yang
masyarakatnya bersistem kekerabatan patrilineal yang beralih-alih. Sistem mayorat ini
dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua!sulung atau ketumnan laki-laki

merupakan ahli waris tunggal dan si pewaris, misalnya di Lampung, Bali.

2) Mayorat Perempuan, yaitu anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dan

si pewaris, misalnya masyarakat di tanah semendo di Sumatera Selatan’

Sistem Mayorat menentukan bahwa penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas
harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas
sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan kedudukan
ayah dan ibunya sebagai kepala keluarga.*

Dasar hukum berlakunya hukum adat ini terdapat dalam pasa! 1311. S (Indische
Stacussregeiing) ayat 2 b (Stb 1925 no .415 jo. 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat
yaitu : “Bagi golongan Indonesia ash (Bumi Putra), golongan Timur Asing dan bagian-bagian
dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan
kebiasaan mereka,...... «

Tentang hukum wans adat ini Soepomo menyatakan:

“Hukum adat waris memuat pereturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta
mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (immatereriele
goederen) dan suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya”.’

Ajaran Soepomo ini bermaksud memberikan gambaran bahwa hukum adat itu senantiasa
tumbuh dan berkembang dan suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup
yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat sebagai wadahnya.® Hukum adat
mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri, yang berbeda dengan hukum Islam maupun hukum
perdata, bal ini di sebabkan karena latar belakang fikiran bangsa Indonesia dengan masyarakat
yang bhineka tunggal ika.

2. Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan yang lazim disebut dengan hokum Faraid merupakan bagian dari
keseluruhan hokum islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan
harta peninggalan dan hak — haka kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada
yang masih hidup.
Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah:
“ Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dan seseorang yang
telah meninggal duma kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut
berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang
diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut Faraidil.”

2 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW (Bandung:
Refika Aditama, 2005), hal 53

3 Ibid, hal 53

4 Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal 28

5 Soepomo,Bab-bab tentang Hukum Adat, (Jakarta, Pradya Parahlita, 1987), hal 79

6 soerjono  Soekanto,  Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum,  (Jakarta, PT. RajaGrafindo,
19970, hal 55

" Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam ( Jakarta : PT.Dunia
Pustaka Jaya, 1995), hal 3-4
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Anggapan di sebahagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti
dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu
menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan
menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara
sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris,
dan seterusnya.

Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli wans pengganti, yang dalam beberapa hal
berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (plaatsvervulling) dalam hukum kewarisan KUH
Perdata. Untuk mempeijelas hal tersebut diatas diperlukan suatu penelitian lebih lanjut terbatas
kepacla perbandingan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata
mengenai ahli waris pengganti, hal ini bukan karena kurangnya nilai hukum kewarisan adat di
Indonesia, sehingga dalam penelitian ini nanti terlihat apa-apa saja persamaan dan perbedaan daii
kedua sistem hukum kewarisan itu, dan bagaimana mencari titik temu ahli waris pengganti dan
kedua hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian tentang Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris
Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan
pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang
terkumpul adalah analisis kualitatift Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah
memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normative.®

Pada metode ini data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data
sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut :

a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaedah-
kaedah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti tersebut agar dapat
menjawab permasalahan dari penelitian ini.

b. Pengolahan data, yaitu data yang diinventarisir/dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian
dianalisis dan disistimatiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan KUH Perdata
Sumber hukum kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur' an, urat An-Nisa ayat
7,11,12,33 dan 176. Di samping sumber hukum yang utama tersebut, juga terdapat sumber
hukum yang lainnya yaitu As- sunnah dan [jtihad. Al-Qur'an rinci sekali menentukan bagian
ahli waris entu. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu
disebut ahli waris Dzul faraid."’ Penamaan dzulfaraid untuk ahli waris tertentu tersebut
dipergunakan oleh seluruh pihak yang mengemukakan ajaran mengenai hukum kewarisan Islam.
Meskipun Al-Qur' an telah menentukan secara rinci bagian para ahli waris tertentu, tetapi
tetap ada perbedaan pendapat di antara fugaha (ahli hukum figh). Perbedaan pendapat itu
hanya muncul jika suatu masalah tidak atau kurang jelas diatur dalam Al-Qur'an. Dalam

8 Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya, Unesa University
Press, 2007), hal 30

° Ade Saptomo, Ibid, hal 91

10 sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1982 ). hal 65
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hal kedudukan seorang cucu. Al-Qur' an tidak merinci bagian cucu atas warisan kakek atau
neneknya. Masalah kedudukan seorang cucu mi, dalam perkembangannya menimbulkan
persoalan, yakni dikenal atau tidaknya sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan
Islam.

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua
orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka seluruh warisannya jatuh kepada anak laki-laki,
sedangkan dua orang cucunya tidak mendapatkan warisan sebab terhalang (terhijab) oleh
anak laki-laki tersebut. Karena keadaan yang sangat tidak adil itu, maka undang- undang
mengobati kekecewaan tersebut dengan apa yang disebut wasiat wajibah. Lembaga Wasiat
Wajibah diterapkan di Mesir, yakni dalam Undang-Undang Wasiat Mesir nomor 71 tahun
1946."

Dalam wasiat wajibah jumlah paling banyak yang dapat diterima oleh si penerima
warisan adalah sepertiga dari keseluruhan warisan. Hal ini juga sesuai dengan  ketentuan
mengenai wasiat dalam hukum kewarisanIslam. Jadi dalam keadaan apapun
penerima wasiat wajibah paling banyak menerima sepertiga dari keseluruhan warisan.
Di samping itu, dalam wasiat wajibah hanya cucu yang orang tuanya meninggal dunia
lebih dahulu dari pada pewaris saja yang dapat menerima warisan karena wasiat wajibah.

Hazairin sampai pada kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral
dan mengenal ahli waris pengganti. Kesimpulan beliau tentang ahli waris pengganti itu
didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut

-
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" Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan
karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang- orang yang kamu
telah bersumpah  setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bahagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu ".

Oleh beliau mawali tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris pengganti.'? Selain itu, untuk
membuktikan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal ahli waris pengganti, beliau
menguraikan juga bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral. Dalam system
kewarisan bilateral hak mewans laki-laki sama dengan hak mewans perempuan, Artinya
baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewaris. Kalau hak laki-laki dalam
mewaris sama dengan hak perempuan, maka tidak dipersoalkan lagi

Pembaharuan hukum Islam khususnya masalah ahli wans pengganti, seseorang yang
meninggal dunia terlebih dahulu di gantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk
menerima warisan dari kakeknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam kompilasi
hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang kewarisan Pasal 185 ayat ( 1) mengatur
bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tidak dapat jadi ahli waris karena dihukum
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagimana
tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada penjelasan secara
tegas tentang siapa saja ahli waris yang dapat digantikan tersebut.

Hazairin mengemukakan bahwa dengan pikiran logis menafsirkan Al-Qur'an surat An-
Nisa ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal
adanya sistem ahli waris pengganti.

A el <

! Fatchur Rahman, //mu Waris (Bandung: PT.Alma'arif, 1981 ), hal 64
12 Hazairin, Op.Cit, hal 8
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Menurut beliau, tidak ada satu indikator (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu
dari garis perempuan tidak dapat mewaris. '* Ahli waris pengganti berarti bahwa dari sejak
semula bukan sebagai ahli wans, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menenma
wansan namun tetap dalam status bukan ahli waris.

Meskipun masih memerlukan analisis lebih lanjut tetapi dapat ditegaskan bahwa hukum
kewarisan Islam mengenal dan telah membuat aturan tentang ahli waris pengganti.
Selanjutnya yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah bagaimana sistem ahli waris pengganti
dalam hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan KUH Perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata membedakan ahli waris menjadi dua macam ahli yaitu :

1. Ahli Waris menurut Undang-Undang (4b Intestaat Erfrecht).
Ahli waris menurut undang-undang, yang merupakan ahli waris dalam garis lurus kebawah,
yang dibedakan menjadi empat golongan ahli waris yaitu :
a. Golongan pertama, yang terdiri dari :
1) Suami /istri yang hidup terlama.
2) Anak.
3) Keturunan anak.
b. Golongan kedua yang terdiri dari:
1) Ayah dan Ibu
2) Saudara.
3) Keturunan.
c. Golongan ketiga yang terdiri dari :
1) Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.
2) Orang tua Kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas.
d. Golongan keempat yang terdiri dari :
1) Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu.
2) Keturunan Paman dan bibi sampai derajat keenam.
3) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dari si
meninggal."*
2. Ahli Waris menurut Wasiat (Testamentair Erfrecht).

Ahli waris yang mendapat warisan berdasarkan penunjukan (erfstelling) si pewaris
(pembuat wasiat) pada waktu itu masih hidup."

3. Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan islam dengan hukum kewarisan
KUH Perdata

Selama masih ada ahli waris golongan pertama, ahli waris golongan kedua tidak
dapat mewaris, jika ada ahli waris golongan kedua maka ahli waris golongan ketiga tidak dapat
mewaris dan seterusnya.

Dalam hal ahli waris golongan pertama, yaitu anak-anak pewaris, ada diantara mereka
yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka undang-undang menentukan adanya
penggantian tempat ahli waris dalam bahasa Belanda disebut Plaatsvervulling, yaitu cucu
menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia untuk menerima warisan bagian
yang diterima oleh orang tuanya. Dalam hukum Perdata, jumlah saudara mempengaruhi bagian
yang akan diterima oleh orang tuanya, pengaruh ini hanya sebatas mengurangi saja tidak sampai
meniadakan bagian orang tuanya.

Dengan adanya ketentuan secara tegas tentang Plaatsvervulling dalam undang-undang
maka hal yang perlu dianalisis lebih lanjut, bagaimana perbandingan ahli waris
pengganti dalam hukum kewarisan Islam dengan penggantian tempat ahli waris

3'A. Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Bandung :
PT.Citra Aditya Bakti, 1999 ), hal 32

4 Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada ), hal 34
15 Suparman Usman, Op.Cit, hal 52
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(Plaatsvervulling) dalam hukum kewarisan KUH Perdata yang sampai saat ini masih berlaku
di Indonesia.

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu
pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan
ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.'®

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-
fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan.
Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum
dengan mengunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan
pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam.'’
Penelitian inventaris hukum positif;
Penelitian terhadap asas-asas hukum;
Penelitian untuk menemukan hukum in concreto;
Penelitian terhadap sistematik hukum;
Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
Dari kelima pembedaan penelitian hukum normatif di atas, metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk menemukan hukum in concreto, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan
guna menyelesaikan suatu perkara tertentu. '®
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini
bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif
dari teori - teori hukum dan doktrin - doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum
Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan  data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan
pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai
permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, Data sekunder tersebut
meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan
perundang-undangan yang antara lain dari :
1) Al-Quran dan Hadist
2) Kitab Undang-Undang Dasar Hukum perdata (Burgelijk Wetboek)
3) Kompisi Hukum Islam.
b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa :
1) Buku-buku;
2) Jurnal-jurnal;
3) Majalah-majalah;
4) Artikel-artikel media;
5) Dan berbagai tulisan lainnya.

oo o

16 Ronny Hanintijo Soemitro, Op.Cit (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 9
17 Ronny Hanintijo Soemitro, Ibid, hal 12.
13 Ibid, hal 26
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c. Bahan hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
1) Kamus Inggris-Indonesia;
2) Kamus Hukum Arab-Indonesia;
3) Kamus Besar Bahasa Indonesia
4) Ensiklopedi Hukum Islam
4. Analisis Data
Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan,
dianalisis dengan objektif serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan
penulis- penulis, lalu  hasilnya ditafsitrkan untuk  dirumuskan menjadi penemuan dan
kesimpulan penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kajian hukum ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan
Islam dan kewarisan perdata dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem ahli waris pengganti dalam kewarisan hukum islam diatur dalam Alquran yaitu surat
an-nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. dan disamping itu juga diatur dalam sumber hukum lain
yaitu as-sunnah dan ijtihad Alquran sedangkan dalam hukum kewarisan KUH Perdata diatur
dalam kitab undang-undang KUH Perdata.

2. Perbandingan ahli waris pengganti antara hukum Islam dan hukum perdata sampai saat
sekarang masih diatur di dalam kuhp perdata dalam II Tittle 12 sampai 16

Sistem kewarisan keuangan data mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta
secara individual sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang KUH Perdata
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